LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

KOTA BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan,
dan pengendalian atas kegiatan usaha yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor
12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a maka
Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi
Izin Gangguan perlu disesuaikan dan ditetapkan
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Izin Gangguan;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Gangguan (Hinder
Ordonnantie) Staatsblad. Tahun 1962 Nomor
226 yang telah diubah dan ditambah dengan
Staatsblad. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Daerah Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2818)
jo. Undang -Undang 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penambahan
Modal Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2944);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2) jo. Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3611);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4351);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);
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16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1982 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-
Undang Gangguan (UUG/HO) bagi
Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar
Kawasan Industri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984
tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan
Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin
Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan
bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman
Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1968;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1985 tentang Tata Cara Pengendalian
Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang
mengadakan Penanaman Modal menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
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